
 

 

 

 

BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

JOMBANG NOMOR  6  TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :   a.  bahwa  Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor  6  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 
masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup 
Pemerintahan Kabupaten Jombang, sehingga perlu 

disediakan;  
  b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 

188/34287/013.2/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal 
fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Jombang; 

  c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor  6  Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam 

Peraturan Bupati; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi  Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 

2017 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 6/E); 
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3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor  6  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 60/E) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 

47/E); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN JOMBANG NOMOR  6  TAHUN 2017 TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JOMBANG. 

Pasal  I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 60/E) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 47/E) 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1.  Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah 
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:  

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Negara dan 
perlengkapannya bagi Ketua DPRD dan Kendaraan Dinas 

Jabatan bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.  
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD, 

Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, diberikan 
tunjangan perumahan dengan ketentuan sebagai 

berikut:  
a. Ketua DPRD sebesar Rp.29.200.000,00 (dua puluh 

sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan; 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.21.800.000,00 (dua 

puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap 

bulan; dan 
c. Anggota DPRD sebesar Rp.18.800.000,00 (delapan 

belas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. 
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

Kendaraan Dinas bagi Anggota DPRD, diberikan 
tunjangan transportasi sebesar Rp.12.900.000,00 (dua 
belas juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.  

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diberikan terhitung sejak tanggal 3 Januari 
2022.  
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

 Ditetapkan di Jombang  

 Pada tanggal 3 Januari 2022 

BUPATI JOMBANG, 

 

             ttd 

 

         MUNDJIDAH WAHAB 

Diundangkan di Jombang 

Pada tanggal 3 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN JOMBANG, 

        

               ttd 

 

    AGUS PURNOMO 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR  5/E 
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